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BAB III 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  

a. Pengertian Hukum Persaingan Usaha 

Hukum Persaingan Usaha terdiri dari kata hukum dan persaingan 

usaha. Bila dikehendaki persaingan usaha dapat dipecah lagi menjadi kata 

persaingan dan usaha. Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam 

kehidupan bermasyarakat (levensvoorschriten) sehingga hukum selalu 

sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri 

Menurut Borst hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan 

atau perbuatan manusia didalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat 

dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Utrecht dan 

Van Apeldoorn beranggapan bahwa untuk memberikan suatu definisi yang 

tepat tentang hukum adalah tidak mungkin. Hukum mengatur hubungan 

didalam masyarakat antara orang dengan orang atau antara anggota 

masyarakat yang lain. Bentuk hubungannya dapat lebih terinci lagi dalam 

bermacam-macam bentuk seperti perkawinan, tempat kediaman, 

perjanjian-perjanjian, dan lain sebagainya. 

Persaingan merupakan suatu perjuangan yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok orang tertentu (kelompok sosial), agar 

memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif, tanpa menimbulkan 

ancaman atau benturan fisik dipihak lawannya, memperlihatkan 

keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan 
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(perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, maupun 

persenjataan. Usaha dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai 

upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu, 

usaha atau dapat juga disebut suatu perusahaan adalah suatu bentuk usaha 

yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan 

memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan 

maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk 

badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam 

suatu negara. 

Persaingan usaha adalah kondisi dimana terdapat dua pihak 

(pelaku usaha) atau lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam 

mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Pengertian dari 

hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi 

atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah 

laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. 

Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan 

persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha 

baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk 

mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan  usaha atau perusahaan 

tertentu  yang didirikannya. 

Dilihat dari segi ekonomi, pengertian persaingan atau competition 

adalah: 

a. Merupakan suatu bentuk struktur pasar, dimana jumlah perusahaan 

yang menyediakan barang di pasar menjadi indikator dalam menilai 
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bentuk pasar seperti persaingan sempurna (perfect competition), 

Oligopoli (adanya beberapa pesaing besar). 

b. Suatu proses dimana perusahaan saling berlomba dan berusaha untuk 

merebut konsumen atau pelanggan untuk dapat menyerap produk 

barang dan jasa yang mereka hasilkan, dengan cara : 

1. Menekan harga (price competition), 

2. Persaingan bukan terhadap harga (non price competition) melalui 

deferensial produk, pengembangan HAKI, promosi/iklan, pelayanan 

purna jual. 

3. Berusaha untuk lebih efesien (low cost production).
21

 

 Dasar Hukum Persaingan Usaha 

Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur 

dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimana ekonomi 

diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong. Secara tidak 

langsung dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi 

ekonomi,
22

 dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses 

perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk 

kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdi kepada 

kesejahteraan seluruh rakyat. 

Pemikiran demokrasi ekonomi perlu diwujudkan dalam 

menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat, maka perlu disusun undang-

                                                 
21

 Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha, Sidoarjo: Laras, 2007, 

hlm.57. 

22
 Binoto  Nadapdap,  Hukum  Acara  Persaingan  Usaha,  Jakarta:  Jala  Permata  

Aksara,2009, hlm. 6. 
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undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan 

memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha didalam 

upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan 

larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia 

terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan 

berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
23

 

Sebelum UU No. 5 Tahun 1999 berlaku secara efektif dan menjadi 

dasar hukum persaingan usaha, telah ada sejumlah peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai persaingan usaha. Pengaturannya 

terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang tersebar 

secara terpisah (sporadis) satu sama lain.
 
Adapun  peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai antimonopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat adalah sebagai berikut: 

a. Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b. Pasal 1365 KUHPerdata 

c. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria 

d. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 

1970 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Penanaman Modal 

Dalam Negeri 

                                                 
23

 Ningrum Natasya Sirait, et.all, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha, Jakarta: PT 

Gramedia, 2010), hlm 1. 
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e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

f. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 

1997 tentang Merek 

g. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 

h. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

i. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 

j. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, 

Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas 

k. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum 

Keberadaan UU No. 5 Tahun 1999 sebagai dasar hukum persaingan 

usaha juga dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana dan peraturan 

terkait lainnya baik yang dikeluarkan oleh KPPU dalam bentuk Peraturan 

Komisi (Perkom), Pedoman KPPU, Surat Keputusan (SK) dan Surat 

Edaran (SE), maupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam 

bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma). 

c. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha 

Penerapan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghindari 

timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka (6) UU No. 5 

Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah 

persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan 

atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur 

atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pengertian 

persaingan usaha tidak sehat ini dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian 

dan kegiatan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 . 
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1. Perjanjian yang Dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. Handri Raharjo bersandarkan pada 

Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu 

hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat 

antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka 

(para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek 

hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum 

yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan 

kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta 

menimbulkan akibat hukum.
24

 

Wirjono menafsirkan perjanjian sebagai perhubungan hukum 

mengenai harta benda antara dua pihak dalam hal mana suatu pihak 

berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk 

tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lainnya berhak menuntut 

pelaksanaan dari perjanjian itu.
 
 Sedangkan Subekti menyatakan bahwa 

perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada 

orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal.
25

 

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur secara khusus 

mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian. Perjanjian dalam Pasal 

                                                 
24

 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 

2009,hlm. 42. 
25

 R. Subekti,  Hukum Perjanjian, Jakarta: PT intermasa, 2002, hlm. 1. 
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ini didefinisikan sebagai: suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha 

untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 

dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian 

yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 

yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat, antara lain meliputi: 

1. Perjanjian Oligopoli 

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha 

melakukan perjanjian oligopoli yaitu perjanjian dua pelaku usaha 

atau lebih untuk menguasai produksi dan atau pemasaran suatu 

barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat. 

2. Perjanjian Penetapan Harga 

UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk 

melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga 

atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau 

pelanggannya. UU No. 5 Tahun 1999 membagi perjanjian penetapan 

harga kedalam beberapa jenis yaitu: 

a. Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement) 

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 merumuskan bahwa 

pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya untuk menetapkan harga atau suatu barang dan/atau 

jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar 

bersangkutan yang sama. 
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b. Perjanjian Diskriminasi Harga (Price Discrimination Agreement) 

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 melarang setiap perjanjian 

diskriminasi harga, dimana bunyi Pasal tersebut antara lain: 

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan 

pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda 

dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang 

dan/atau jasa yang sama” 

c. Harga Pemangsa atau Jual rugi (Predatory Pricing) 

Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga 

dibawah biaya produksi (average cost atau marginal cost). Tujuan 

utama dari predatory pricing untuk menyingkirkan pelaku usaha 

pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang 

berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang 

sama. 

d. Penetapan Harga Jual Kembali (Resale Price Maintenance) – 

(Vertical Price Fixing) 

Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Pelaku usaha 

dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 

membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak 

akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang 

diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang 

telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat.” 
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e. Perjanjian Pembagian Wilayah (Market Division) 

Prinsipnya perjanjian antara pelaku usaha untuk membagi 

wilayah pemasaran diantara mereka akan berakibat kepada 

eksploitasi terhadap konsumen, dimana konsumen tidak 

mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun 

harga. UU No. 5 Tahun 1999 melarang perbuatan tersebut dalam 

Pasal 9 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat 

perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk 

membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang 

dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

3. Pemboikotan 

Pasal 10 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk 

melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri 

maupun pasar luar negeri. Dan dalam Pasal 10 Ayat (2) menyatakan 

bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan/atau 

jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut: (a). 

Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain atau; 

(b). Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap 

barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan. 
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4. Kartel 

Perjanjian Kartel adalah Pengaturan produksi dan atau 

pemasaran suatu barang dan atau jasa untuk mempengaruhi harga. 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha 

dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang 

bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur 

produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat. 

5. Trust 

Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk membentuk gabungan 

perusahaan dengan tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan 

masing-masing dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan atau 

pemasaran sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat 

6. Oligopsoni 

Pasal 13 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai pasokan 

agar dapat mengendalikan harga yang dapat mengakibatkan praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

7. Integrasi Vertikal 

Perjanjian Integrasi Vertikal adalah perjanjian dua pelaku 

usaha atau lebih untuk menguasai rangkaian produksi berkelanjutan 
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yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan 

merugikan masyarakat. 

8.   Perjanjian Tertutup 

Perjanjian Tertutup adalah perjanjian dua pelaku usaha atau 

lebih yang berisi syarat bahwa penerima pasokan hanya akan 

memasok atau tidak akan memasok produk tersebut kepada pelaku 

usaha lain; harus bersedia membeli produk lainnya dari pemasok; 

atau mengenai harga atau potongan harga yang akan diterima bila 

bersedia membeli produk lain atau tidak membeli produk yang sama 

dari pelaku usaha lain. 

d. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Dalam dunia hukum, banyak istilah yang digunakan untuk bidang 

hukum persaingan usaha (Competition Law) seperti hukum antimonopoli 

(antimonopoly law) dan hukum antitrust (antitrust law). Di Indonesia 

secara resmi digunakan istilah Persaingan Usaha sebagaimana ditentukan 

dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Arie Siswanto yang dimaksud 

dengan hukum persaingan usaha (competition law) adalah instrumen 

hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus 

dilakukan
26

. Menurut Hermansyah, hukum persaingan usaha adalah 

seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang 

berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh 

dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha
27

.  
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Sedangkan dalam Kamus Lengkap ekonomi yang ditulis oleh 

Christopher Pass dan Bryan Lowes, yang dimaksud dengan Competition 

Laws (hukum persaingan) adalah bagian dari perundang-undangan yang 

mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, 

perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan. Dari 

berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 

hukum persaingan usaha adalah hal-hal yang berhubungan dengan 

perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar 

usaha yang dijalankan tersebut tidak merugikan kepentingan orang/pihak 

lain (umum), dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-

undang. 

Gagasan untuk menerapkan Undang-Undang Antimonopoli dan 

mengharamkan kegiatan pengusaha yang curang telah dimulai sejak lima 

puluh tahun sebelum masehi. Peraturan Roma yang melarang tindakan 

pencatutan atau mengambil untung secara berlebihan, dan tindakan 

bersama yang mempengaruhi perdagangan jagung . Pada tahun 1349 di 

Inggris telah ditetapkan Piagam Magna Charta yang didalamnya antara 

lain mengantur pengembangan prinsip-prinsip yang berkaita dengan 

restrawint of trade atau pengekangan dalam perdagangan yang 

mengharamkan monopoli dan perjanjian-perjanjian yang membatasi 

kebebasan individual untuk berkompetisi secara jujur. 

Amerika Serikat pada tahun 1890 dianggap merupakan basic 

antitrust yang mengharamkan terjadinya diskrimianasi harga, kemudian 

Sherman Act diikuti pula dengan the Clayton Act. Pada tahun 1947 
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Amerika Serikat yang memenangkan Perang Dunia II berhasil memaksa 

Jepang untuk menerapkan undang-undang anti monopoli guna meredam 

pertumbuhan konglomerat yang disebut Zaibatsu yang telah dimanfaatkan 

oleh pemerintah Jepang sebagai pendukung peperangan di Asia Timur dan 

Asia Tenggara. Undang-undang anti monopoli Jepang tidak mencakup 

larangan-larangan persaingan curang, karena di Jepang hal tersebut diatur 

tersendiri dalam undang-undang Anti Persaingan Curang yang disebut 

Fusei kyosho Boshihou. 15 Perkembangan undang-undang anti monopoli 

selanjutnya menjadi kebutuhan negara-negara non-sosialis atau negara-

negara yang menjalankan bisnis secara modern yang memperhatikan 

pentingnya persaingan dilakukan secara jujur dan sehat, termasuk di 

negara berkembang seperti Indonesia.  

Di Indonesia gagasan akan perlunya Undang-Undang 

Antimonopoli dan Anti Persaingan Curang pernah disampaikan oleh para 

pakar di bidang ekonomi dan hukum ekonomi, setidaknya sejak 

ditetapkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. 

Pada pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan 

bahwa pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan 

terhadap industri untuk mewujudkanperkembangan industri yang lebih 

baik, secara sehat dan berhasil guna, mencegah pemusatan atau 

penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk 

monopoli yang merugikan masyarakat.  

Realitanya dalam praktek sangat bertolak belakang dengan 

undang-undang. Dalam masa pemerintahan orde baru, keadaan ekonomi 
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yang terjadi di Indonesia diwarnai tindakan-tindakan yang bersifat 

monopolistic dan persaingan yang curang (Unfair business practices), 

misalnya pembentukan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh 

(BPPC) pada tahun 1991 yang memberikan kewenangan tunggal dalam 

membeli cengkleh dari para petani cengkeh dan kewenangan tunggal 

untuk menjual kepada para produsen rokok. 

Begitu juga dengan pengaturan Tata Niaga Jeruk dan pemberian 

banyakkemudahan fasilitas pada pendirian PT.Timor dengan dalih untuk 

pembangunannasional, menciptakan efisiensi dan kemampuan bersaing 

walaupun sebenarnya tidak demikian. Hal itu terjadi karena kekuasaan 

Orde Baru yang terlalu kuat dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun 

hukum. Keinginan agar Indonesia mempunyai Undang-Undang yang 

mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu 

muncul sebagai bagian dari diskusi dan perdebatan yang dilakukan oleh 

lembaga pendidikan tinggi, partai politik, lembaga swadaya masyarakat 

dan instansi pemerintah. Beberapa upaya yang dalam rangka penyusunan 

Undang-Undang Antimonopoli itu antara lain oleh Kantor Menteri 

Koordinator Bidang Ekonomi. 

Keuangan dan Industri bersama Menteri Kehakiman. Upaya yang 

serupa dilakukan pula oleh Departemen Perdagangan bekerja sama dengan 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang menghasilkan draf hukum 

yang berjudul “Persaingan Usaha Yang Sehat” atau “Healthy Busines 

Competition”. Namun berbagai usulan atau draf mengenai Undang-

Undang Antimonopoli itu tidak mendapat tanggapan yang serius dan 
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memadai dari Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu dengan berbagai 

alasan antara lain kurangnya komitmen politik untuk melakukan 

pemberantasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.  

Pada tanggal 29 Juli 1998 Pemerintah Indonesia dan International 

Monetary Found (IMF) telah menandatangani Letter of Intent (LOI) . Hal 

ini merupakan jalan bagi terbentuknya undang-undang anti monopoli di 

Indonesia, karena dalam Letter of Intent tersebut pemerintah Indonesia 

diperkenankan untukmengajukan draf mengenai undang-undang anti 

monopoli kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu 

selambat-lambatnya sampai dengan bulan Desember 1998. Dan pada 

ctanggal 18 Februari 1999 Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang 

dibuat atas dukungan IMF, telah disetujui oleh DPR dan selanjutnya pada 

tanggal 5 Maret 1999 ditandatangani oleh Presiden. Undang-undang ini      

mulai berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan, yang 

berarti bahwa Undang-Undang No.5 tahun 1999 mulai berlaku efektif 

sejak tanggal 5 Maret 2000. 

e. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia 

Pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat dalam 

beberapa peraturan, yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

2. Keputusan Presiden Nomor.75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas        

Persaingan Usaha. 



 40 

3. Keputusan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha  

Nomor.05/KPPU/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan 

Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor.5 

Tahun 1999. 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor.01 Tahun 2003 sebagaimana 

telah diubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 

Nomor.3 Tahun   2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum 

Keberatan Terhadap   Putusan KPPU. 

Sebelum diberlakukannya UU.No.5 tahun 1999 tentang Larangan       

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, 

terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat 

diterapkan terhadap praktek persaingan usaha curang dan praktek 

monopoli yang dilakukan oleh seseorang / pelaku usaha yang 

menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ketentuan-ketentuan tersebut 

terdapat dalam peraturan di bidang hukum perdata, hukum pidana maupun 

hukum yang menyangkut Hak Atas Kekayaan Intelektual. 

Sejak diundangkan dan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999 

tentang segala pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha 

diterapkanlahketentuan-ketentuan dalam Unadang-Undang No 5 Tahun 

1999 tersebut. Bahwa   secara yuridis keberadaan dan pemberlakuan UU 

No.5 Tahun 1999 adalah sebagai undang-undang khusus, sehingga sesuai 

asas Lex specialis, sepanjang telah diatur tersendiri dalam UU No. 5 

Tahun 1999, maka ketentuan yang  bersifat umum yang terkandung dalam 

KUHPerdata dan Perundang-undangan lainnya yang menyangkut hukum 
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persaingan usaha maupun hukum acara perdata, tidak berlaku bagi hukum 

persaingan usaha. Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara sistematika 

terdiri dari 10  bab dan 53 pasal.  

Menurut ketentuan pasal 1 butir (g) UU No. 5 tahun 1997 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, yang 

dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku 

usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 

dengan nama apapun,baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 

 

B. Pengertian Monopoli 

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat 

berdiri sendiri,  Dunia Usaha adalah elemen penting dalam suatu negara, 

sehingga negara tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya Dunia usaha yang 

berkembang pesat dan efesien. Sehingga diperlukan adanya penciptaan 

peraturan peraturan yang membatasi Dunia Usaha tersebut supaya dunia 

Usaha tidak diwarnai dengan hal-hal tidak diinginkan, seperti adanya 

monopoli, persaingan tidak sehat dan persekongkolam atau konspirasi usaha, 

yang sering kali dianggap sebagai aktivitas yang dapat menghambat upaya 

pembangunan dan merugikan negara, terutama  persekongkolan dalam tender.  

Pemerintah indonesia saat ini berusaha mewujudkan penyelenggaraan 

negara yang bersih, sebagai upaya mewujudkan sistem tersebut, pemerintah 

menetapkan keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, yang bertujuan agar 

pengadaan barang-jasa diinstansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan 
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efektif dan efisien dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat
28

. 

Larangan persekongkolan penawaran tender diatur dalam Pasal 22 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana mekanisme yang diberikan 

oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap keputusan Presiden (Keppres) No 80 

tahun 2003 merupakan ketentuan normatif yang melarang pelaku usaha 

bersekongkol dengan pihak lain guna mengatur dan atau menentukan 

pemenang tender yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat
29

. 

Praktik Persekongkolan yang telah meluas di kalangan dunia usaha, 

terutama pelaku usaha  yang melakukan transaksi bisnis dengan pemerintah 

melalui persekongkolan dalam kegiatan tender, melemahnya ekonomi 

Indonesia karena hutang dan anggaran belanja negara yang tidak efesien 

karena disebabkan oleh persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa, 

khususnya barang dan jasa pemerintah
30

. 

Mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindakan persekongkolan 

tender sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional dan iklim 

persaingan yang sehat, pengaturan masalah penawaran tender tidak hanya 

diatur dalam undang-undang tentang pengadaan Barang dan Jasa, tetapi juga 

diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
31

. 
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C. Perjanjian Penetapan Harga 

Perjanjian penetapan harga (price fixing agreement) merupakan salah 

satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk 

menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga 

yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen atau  penjual), maka akan 

meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau 

pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang 

seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke 

produsen atau penjual. Kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya  

merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga 

yang tidak masuk akal. 

Persaingan antar pelaku usaha dapat didasarkan pada kualitas barang, 

pelayanan atau servis dan/atau harga. Namun demikian, persaingan harga 

adalah satu yang paling gampang untuk diketahui. Persaingan dalam harga 

akan menyebabkan terjadinya harga pada tingkat serendah mungkin, sehingga 

memaksa perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien 

mungkin. Sebaliknya, dengan adanya perjanjian penetapan harga, para pelaku 

usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat 

mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada 

konsumen, dimana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen 

merupakan harga yang berada diatas kewajaran. Bila hal tersebut dilakukan 

oleh setiap pelaku usaha yang berada di dalam pasar yang bersangkutan, hal 

ini dapat membuat konsumen tidak memiliki alternatif yang luas kecuali 
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harus menerima barang dan harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang 

telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut. Pasal 5 ayat (1) 

Undang-undang No.05 tahun 1999 dalam Pasal 5 ayat (1) merumuskan bahwa  

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang 

harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan 

yang sama.” 

Apabila dilihat dari rumusnya, maka pasal yang mengatur mengenai 

penetapan harga ini dirumuskan secara per se illegal, sehingga penegak 

hukum dapat langsung menetapkan pasal ini kepada pelaku usaha yang 

melakukan perjanjian penetapan harga tanpa harus mencari alasan-alasan 

mereka melakukan perbuatan tersebut atau tidak diperlukan membuktikan 

perbuatan tersebut menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha 

tidak sehat
32

. 

Lebih lanjut menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.5/1999 

memberikan pengecualian-pengecualian, sehingga tidak semua perjanjian 

penetapan harga (price fixing agreement) dilarang. Suatu perjanjian 

penetapan harga (price fixing) yang dibuat dalam suatu usaha patungan dan 

yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku, tidak dilarang. 

1. Konsep dan Definisi 

Perilaku penetapan harga (price fixing) antara perusahaan yang 

sedang bersaing di pasar merupakan salah satu dari bentuk kolusi. Kolusi 
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merujuk pada situasi dimana perusahaan-perusahaan yang ada di pasar 

melakukan koordinasi atas tindakan-tindakan mereka yang bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Koordinasi di  dalam kolusi tersebut 

digunakan untuk menyepakati beberapa hal, diantaranya:
33

 

a. Kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga yang 

diperoleh melalui mekanisme persaingan; 

b. Kesepakatan penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari 

kuantitas dalam situasi persaingan; 

c. Kesepakatan pembagian pasar. 

Dalam kondisi persaingan, penetapan harga merupakan konsekuensi 

dari penetapan jumlah produksi atau output. Output yang diproduksi oleh 

perusahaan ditentukan pada tingkat tertentu sedemikian sehingga  perusahaan 

mendapatkan keuntungan yang maksimum. Pencapaian keuntungan yang 

maksimum ini didasarkan atas biaya produksi perusahaan dan kondisi 

permintaan. Dalam terminologi ilmu ekonomi, kondisi ini akan tercapai pada 

saat tambahan penjualan dari satu unit output sama dengan tambahan biaya 

untuk memproduksi satu unit output tersebut. 

Dengan demikian perusahaan yang mampu berproduksi secara 

lebih efisien akan mampu menetapkan harga yang lebih rendah dari para 

pesaingnya. Dengan adanya persaingan dalam hal efisiensi biaya produksi, 

maka harga di pasar akan terdorong untuk turun. Dengan turunnya harga di 

pasar, maka tingkat keuntungan perusahaan- perusahaan yang bersaing di 
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pasar juga akan turun. Penurunan keuntungan ini memotivasi perusahaan-

perusahaan di pasar untuk bersepakat tidak melakukan persaingan harga. 

Oleh karena itu perusahaan-perusahaan yang ada di pasar 

kemudian melakukan kesepakatan untuk menentukan harga jual barang 

dan atau jasa mereka pada tingkat tertentu (yang jauh diatas biaya 

produksi) untuk mempertahankan atau meningkatkan keuntungan bersama. 

Keuntungan yang diperoleh perusahaan yang mengikuti kesepakatan ini 

akan lebih tinggi dibanding keuntungan yang diperoleh pada saat bersaing. 

2. Penjabaran Unsur Pasal 5 

a. Unsur Pelaku Usaha 

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 dalam Ketentuan Umum UU 

No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah “Setiap orang perorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan 

usaha dalam bidang ekonomi.” 

b. Unsur Perjanjian 

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 dalam Ketentuan Umum UU 

No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah “Perjanjian adalah suatu 

perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap 

satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis 

maupun tidak tertulis.“ 
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c. Unsur Pelaku Usaha Pesaing 

Pelaku usaha Pesaing adalah pelaku usaha lain dalam pasar 

bersangkutan yang sama 

d. Unsur Harga Pasar 

Harga adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi 

barang dan jasa sesuai kesepakatan antara para pihak dipasar 

bersangkutan. 

e. Unsur Barang 

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 16 dalam Ketentuan Umum UU 

No.5/1999, pelaku usaha adalah “Barang adalah setiap benda, baik 

berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 

bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”. 

f. Unsur Jasa 

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 dalam Ketentuan Umum UU 

No.5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah “Jasa adalah setiap layanan yang 

berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam 

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”. 

g. Unsur Konsumen 

Sesuai dengan pasal 1 angka 15 dari UU No.5 Tahun 1999, 

Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau 

jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan 

pihak lain. 
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h. Unsur Pasar Bersangkutan 

Pasar bersangkutan, menurut ketentuan pasal 1 angka 10 dari 

UU No.5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan 

atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau 

jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa 

tersebut. 

i. Unsur Usaha Patungan 

Perusahaan patungan adalah sebuah perusahaan yang dibentuk 

melalui perjanjian oleh 2 (dua) pihak atau lebih untuk menjalankan 

aktivitas ekonomi bersama, dimana para pihak bersepakat untuk 

membagi keuntungan dan menanggung kerugian yang  dibagi secara 

proporsional berdasarkan perjanjian tersebut. 

3. Rasionalitas Pelarangan Penetapan Harga 

Penetapan harga merupakan salah satu bentuk pelanggaran 

terhadap hukum persaingan karena perilaku kesepakatan penetapan harga 

akan secara langsung menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi 

diantara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Dalam kondisi 

persaingan, harga akan terdorong turun mendekati biaya produksi dan 

jumlah produksi di pasar juga akan meningkat. 

Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka 

pasar akan menjadi lebih efisien sehingga kesejahteraan pun akan 

meningkat (welfare improvement). Namun ketika perusahaan-perusahaan 

melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh diatas 

biaya produksi. Kenaikan harga ini diperoleh dengan cara membatasi 
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output masing-masing perusahaan yang bersepakat. Kenaikan harga dan 

penurunan produksi ini akan menurunkan kesejahteraan konsumen 

(consumer loss) karena konsumen harus membayar barang dan atau jasa 

dengan harga yang lebih tinggi dengan jumlah yang lebih sedikit. Selain 

itu, kesejahteraan di pasar juga akan turun (welfare loss) karena 

berkurangnya jumlah barang dan atau jasa yang ada di pasar. 

Oleh karena itu, hilangnya persaingan akibat penetapan harga ini 

jelas melanggar hukum persaingan karena merugikan konsumen dan 

perekonomian secara keseluruhan. 

4. Aturan Pelarangan Penetapan Harga 

a. Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 

Dalam ayat 1 pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa 

pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa 

yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar 

bersangkutan yang sama. Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati 

terkait dengan pernyataan tersebut: 

1. Perjanjian Penetapan Harga. 

Sesuai dengan konsep yang diutarakan sebelumnya, 

penetapan harga merupakan salah satu bentuk kesepakatan dari 

kolusi. Dengan demikian penetapan harga yang dilarang sesuai 

dengan pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 adalah penetapan harga yang 

berasal dari suatu perjanjian. Tanpa adanya perjanjian, maka 

kesamaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan dan 
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perusahaan lain tidak dapat dikatakan melanggar pasal 5 UU No.5 

Tahun 1999. 

2. Antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Pesaingnya. 

Kolusi merupakan bentuk peniadaan persaingan antara 

perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Tanpa adanya kolusi, 

perusahaan-perusahaan tersebut merupakan pesaing atau kompetitor 

bagi perusahaan lainnya. Perusahaan yang bersaing adalah 

perusahaan yang memproduksi barang pengganti terdekat (close 

substitute) dari produksi perusahaan lain. Pasar bersangkutan 

menunjukkan batas atau cakupan dari tingkat substitusi dari barang 

yang diproduksi oleh perusahaan. Oleh karena itu, pelanggaran pasal 

5 UU No.5 Tahun 1999 hanya terjadi jika terdapat perjanjian 

penetapan harga antara pelaku- pelaku usaha yang berada di dalam 

pasar bersangkutan yang sama. 

3. Harga yang dibayar oleh Konsumen atau Pelanggan. 

Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang 

melakukan perjanjian penetapan harga atas suatu barang dan atau 

jasa. Penetapan harga yang dimaksud di sini tidak hanya penetapan 

harga akhir, melainkan juga perjanjian atas struktur atau skema 

harga. Karena di dalam ayat tersebut, penetapan harga tidak berarti 

penetapan harga yang sama. Misalkan ketika perusahaan-perusahaan 

yang berkolusi memiliki produksi dengan berbagai kelas yang 

berbeda, maka kesepakatan harga dapat berupa kesepakatan atas 
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margin (selisih antara harga dengan  biaya produksi). Akibatnya 

harga yang ada di pasar bisa berbeda- beda untuk perusahaan dengan 

kelas produksi yang berbeda, namun margin yang diperoleh 

perusahaan-perusahaan di pasar akan sama. 

Secara umum bentuk-bentuk penetapan harga yang 

termasuk ke dalam aturan pelarangan pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 

adalah berikut ini (namun tidak terbatas pada) : 

1. Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga. 

2. Kesepakatan memakai suatu formula standart sebagai dasar 

perhitungan harga. 

3. Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga 

yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu. 

4. Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman 

diskon. 

5. Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen; 

6. Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga 

murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara 

harga tinggi. 

7. Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan. 

8. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak 

dipenuhi. 

9. Kesepakatan   menggunakan   harga yang   seragam sebagai 

langkah awal untuk negosiasi. 
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b. Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 

Ayat (2) pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

perjanjian penetapan harga seperti yang tercantum dalam ayat (1) pasal 

5 UU No.5 Tahun 1999, tidak melanggar UU No.5 Tahun 1999apabila 

perjanjian penetapan harga tersebut dilakukan dalam suatu usaha 

patungan dan perjanjian yang didasarkan atas undang-undang yang 

berlaku. Usaha patungan atau joint venture merupakan suatu entitas 

yang dibentuk oleh dua pelaku usaha atau lebih untuk 

menyelenggarakan aktivitas ekonomi bersama dimana para pihak 

bersepakat untuk membagi keuntungan dan menanggung kerugian yang 

dibagi secara proporsional berdasarkan perjanjian tersebut. 

Usaha patungan dapat bersifat sementara atau juga 

berkelanjutan. Unit usaha patungan akan terpisah dari unit usaha 

induknya (pihak yang melakukan kesepakatan). Dengan demikian harga 

dan kuantitas dari usaha patungan bersifat independen dari harga dan 

kuantitas unit usaha induknya. Oleh karena itu, penetapan harga yang 

terjadi di dalam usaha patungan menunjukkan harga dari usaha 

patungan tersebut dan tidak serta merta menunjukkan harga dari unit 

usaha induknya. Hal demikian tidak menunjukkan adanya pelanggaran 

terhadap hukum persaingan karena tidak (secara langsung) 

menghilangkan persaingan diantara kedua perusahaan induknya. 

5. Pembuktian Pelanggaran Pasal 5 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, secara teoritis 

perilaku penetapan harga merupakan bentuk nyata dari koordinasi yang 
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dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di pasar untuk 

memperoleh hasil kolusi. Dengan demikian pemahaman mengenai 

pembuktian terhadap pelanggaran pasal 5 mengenai perjanjian penetapan 

harga tidak terlepas dari pemahaman terhadap pedoman pasal 11 mengenai 

kartel. Untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 

5 UU No. 5 Tahun 1999 maka pembuktian adanya perjanjian diantara 

pelaku usaha independen yang sedang bersaing dalam menetapkan harga 

atas barang dan atau jasa menjadi hal yang sangat penting. Perilaku 

penetapan harga para pelaku usaha di pasar tersebut dilakukan secara 

bersama-sama (concerted). Tindakan perusahaan yang bersifat independen 

dari perilaku perusahaan lain bukan merupakan pelanggaran terhadap 

hukum persaingan. 

Bentuk perjanjian tertulis tidak menjadi keharusan dalam 

membuktikan adanya suatu perjanjian perilaku penetapan harga 

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Angka 7 UU No.5 Tahun 1999: 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk 

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama 

apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis”. 

Yang diperlukan adalah bukti bahwa penetapan harga secara 

bersama-sama disepakati dan para pelaku usaha mematuhi (conformed) 

kesepakatan tersebut. Bukti yang diperlukan dapat berupa: 

a. Bukti Langsung (Hard evidence) adalah bukti yang dapat diamati 

(observable elements) dan menunjukkan adanya suatu perjanjian 

penetapan harga atas barang dan atau jasa oleh pelaku usaha yang 
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bersaing. Di dalam bukti langsung tersebut terdapat kesepakatan dan 

substansi dari kesepakatan tersebut. Bukti langsung dapat berupa. bukti 

fax, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, komunikasi video, 

dan bukti nyata lainnya. 

b. Bukti Tidak Langsung (Circumstantial evidence) adalah suatu bentuk bukti 

yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan 

harga. Bukti tidak langsung dapat digunakan sebagai pembuktian 

terhadap terjadinya suatu keadaan/kondisi yang dapat dijadikan dugaan 

atas pemberlakuan suatu perjanjian yang tidak tertulis. Bukti tidak 

langsung dapat berupa bukti komunikasi (namun tidak secara langsung 

menyatakan kesepakatan) dan bukti ekonomi. 

Tujuan dari pembuktian bukti tidak langsung dengan 

menggunakan bukti ekonomi adalah upaya untuk mengesampingkan 

kemungkinan terjadinya perilaku penetapan harga yang bersifat 

independen. Suatu bentuk bukti tidak langsung yang sesuai dan konsisten 

dengan kondisi persaingan dan kolusi sekaligus belum dapat dijadikan 

bukti bahwa telah terjadi pelanggaran atas pasal 5 UU No.5 Tahun 1999. 

Bukti tidak langsung dapat berarti mengacu pada kondisi 

persaingan dan kolusi sekaligus maka pembuktian telah terjadi 

perilaku/strategi yang paralel (parallel business conduct) tidak dapat 

dijadikan bukti yang cukup untuk menyatakan adanya perjanjian 

penetapan harga. 
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D. Kartel sebagai Perjanjian yang Dilarang 

1. Pengertian Kartel 

Istilah kartel terdapat dalam beberapa bahasa seperti cartel 

dalam bahasa Inggris dan kartel dalam bahasa Belanda. Cartel disebut 

juga syndicate yaitu suatu kesepakatan antara beberapa perusahaan 

produsen dan lain-lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan 

berbagai hal, seperti harga, wilayah pemasaran dan sebagainya, dengan 

tujuan menekan persaingan dan atau persaingan usaha pada pasar yang 

bersangkutan dan meraih keuntungan. Kartel adalah bentuk kerjasama 

sejumlah pelaku usaha untuk dapat mengendalikan jumlah produksi dan 

harga suatu barang atau jasa sebagai upaya mendapatkan keuntungan di 

atas tingkat keuntungan yang wajar. Kartel menggunakan berbagai cara 

untuk mengkoordinasikan kegiatan antar pelaku usaha.
34

 

Menurut Winardi, kartel itu merupakan gabungan atau 

persetujuan (conventie) antara pengusaha-pengusaha yang secara yuridis 

dan ekonomis berdiri sendiri. Untuk mencapai sasaran peniadaan 

sebagian atau seluruh persaingan antar pengusaha, untuk dapat menguasai 

pasar, hal mana biasanya tujuan pembentukan kartel, diperlukan syarat 

bahwa kartel mencakup bagian terbesar dari badan-badan usaha yang ada, 

dengan ketentuan bahwa mereka menggarap pasaran yang 

bersangkutan.
35 
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Kartel kadangkala didefinisikan secara sempit, namun di sisi 

lain juga diartikan secara luas. Dalam arti sempit, kartel adalah 

sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi mereka 

justru menyetujui satu sama lain untuk “menetapkan harga” guna meraih 

keuntungan monopolis.
36

 Sedangkan dalam pengertian luas, kartel 

meliputi perjanjian antara para pesaing untuk membagi pasar, 

mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga. Jenis kartel yang 

paling umum terjadi di kalangan penjual adalah perjanjian penetapan 

harga, persekongkolan penawaran tender (bid rigging), perjanjian 

pembagian wilayah (pasar) atau pelanggan, dan perjanjian pembatasan 

output. Sedangkan yang paling sering terjadi di kalangan pembeli adalah 

perjanjian penetapan harga, perjanjian alokasi dan bid rigging.
37

 

Pasal 11 yang dapat dikatakan sebagai kartel, yaitu: 

a. Perjanjian dengan pelaku usaha saingannya. 

b. Bermaksud mempengaruhi harga. 

c. Dengan mengatur produksi dan atau pemasaran. 

d. Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

Dalam Pasal 11 dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah 

perjanjian horizontal untuk mempengaruhi harga dengan mengatur 

produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat 
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mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat.
38 

Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 11 tersebut tidak hanya 

mencakup perjanjian yang tertulis saja tetapi juga perjanjian yang tidak 

tertulis sebagaimana telah dijelaskan dalam ilmu hukum kontrak. Adanya 

kesepakatan para pihak yang dipatuhi dan dijalankan merupakan sebuah 

perjanjian. Hal yang sama dapat dilihat pada Pasal 1313 KUHPerdata, 

yang menerangkan perjanjian sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
39 

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS mengartikan kartel (cartel) 

sebagai “persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen 

produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan 

penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli”. Dengan 

demikian, kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, di mana 

beberapa pelaku usaha (produsen) bersatu untuk mengontrol produksi, 

menentukan harga, dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang 

dan/atau jasa, sehingga di antara mereka tidak ada lagi persaingan.
40

 

Para pengusaha sejenis dapat mengadakan kesepakatan untuk 

menyatukan perilakunya sedemikian rupa, sehingga mereka terhadap 

konsumen berhadapan sebagai satu kesatuan, yang dampaknya adalah 

seperti memegang monopoli. Hal yang demikian disebut kartel ofensif. 
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Pengaturan persaingan juga dapat diadakan untuk menghindarkan diri 

dari cara-cara bersaing yang sudah menjurus pada penghancuran diri 

sendiri, karena sudah menjurus pada perang harga dengan harga yang 

lebih rendah daripada harga pokoknya. Persaingan sudah terjerumus pada 

cut throat competition. Dalam keadaan yang demikian, semua 

perusahaan akan merugi, dan akhirnya bangkrut. Kalau pengaturan 

persaingan di antara perusahaan sejenis dimaksudkan untuk 

menghindarkan diri dari keadaan yang demikian, namanya adalah kartel 

defensif. Kalau kartelnya defensif, pemerintah justru memberikan 

kekuatan hukum kepada kartel defensif tersebut, sehingga yang tidak ikut 

di dalam kesepakatan dipaksa oleh kekuatan undang-undang untuk 

ikut mematuhi kesepakatan mereka.
 

Suatu kartel pada umumnya mempunyai beberapa karakteristik:
 

a. Terdapat konspirasi diantara beberapa pelaku usaha.
 

b. Melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat. Para 

senior eksekutif inilah biasanya yang menghadiri pertemuan-

pertemuan dan membuat keputusan.
 

c. Biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan 

mereka.
 

d. Melakukan price fixing atau penetapan harga agar penetapan harga 

berjalan efektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen atau 

pembagian wilayah atau alokasi produksi. Biasanya kartel akan 

menetapkan pengurangan produksi.
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e. Adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian. 

Apabila tidak ada sanksi bagi pelanggar, maka suatu kartel rentan 

terhadap penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih 

besar daripada anggota kartel lainnya.
 

f. Adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel. Bahkan 

jika memungkinkan dapat menyelenggarakan audit dengan 

menggunakan data laporan produksi dan penjualan pada periode 

tertentu. Auditor akan membuat laporan produksi dan penjualan setiap 

anggota kartel dan kemudian membagikan hasil audit tersebut kepada 

seluruh anggota kartel.
 

g. Adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya 

lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya 

kecil atau mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan 

usahanya. Sistem kompensasi ini tentu saja akan berhasil apabila para 

pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan 

dengan apabila mereka melakukan persaingan. Hal ini akan membuat 

kepatuhan anggota kepada keputusan-keputusan kartel akan lebih 

terjamin.
 

Jenis perjanjian horisontal yang dianggap paling merugikan atau 

bahkan dapat berakibat mematikan persaingan adalah kartel. Terdapat 

banyak bentuk kartel yang memungkinkan usaha yang bersaing 

membatasi persaingan melalui kontrak diantaranya yaitu: kartel harga 

pokok (prijskartel), kartel harga, kartel kontingentering, kartel kuota, 

kartel standart atau kartel tipe, kartel kondisi, kartel syarat, kartel laba 
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atau pool, kartel rayon, dan sindikat penjualan atau kantor sentral 

penjualan. 

2. Penjabaran Unsur pada Pasal Kartel 

Pedoman tentang Kartel mencoba memberikan petunjuk 

pelaksanaan membuktikan dan menentukan unsur-unsur adanya kartel.
41

 

Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 mengharuskan KPPU membuktikan 

beberapa unsur seperti Pelaku Usaha, perjanjian, pelaku usaha pesaing, 

bermaksud mempengaruhi harga, mengatur produksi dan/atau pemasaran 

barang dan/atau jasa, dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, 

dan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 11 UU No. 

5 Tahun 1999 berbunyi: 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha 

saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur 

produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak 

sehat.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, 

maka terdapat beberapa unsur yang harus dilakukan deteksi atas kartel, 

yakni sebagai berikut: 

a. Unsur Pelaku Usaha 

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap orang 

perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan 
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badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalamn kartel, 

pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian ini harus lebih dari dua 

pelaku usaha. Agar kartel sukses, kartel membutuhkan keterlibatan 

sebagian besar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan. 

b. Unsur Perjanjian 

Perjanjian menurut Pasal 1 angka 7 adalah suatu perbuatan 

satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu 

atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun 

tidak tertulis. 

c. Unsur Pelaku Usaha Pesaingnya 

Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di 

dalam satu pasar bersangkutan. Definisi pasar bersangkutan, dapat 

dilihat dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 

3 Tahun 2009, tanggal 1 Juli 2009 mengenai Pedoman Pasal 1 angka 

10 tentang Pasar Bersangkutan. 

d. Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga 

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 bahwa suatu 

kartel dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai 

tujuan tersebut anggota kartel setuju mengatur produksi dan atau 

pemasaran suatu barang dan atau jasa. 
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e. Unsur Mengatur Produksi dan atau Pemasaran 

Mengatur produksi artinya adalah menentukan jumlah 

produksi baik bagi kartel secara keseluruhan maupun bagi setiap 

anggota. Hal ini dapat lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas 

produksi perusahaan atau permintaan akan barang atau jasa yang 

bersangkutan. Sedangkan mengatur pemasaran berarti mengatur 

jumlah yang akan dijual dan atau wilayah dimana para anggota 

menjual produksinya. 

f. Unsur Barang 

Barang menurut Pasal 1 angka 16 adalah setiap benda baik 

berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 

bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 

g. Unsur Jasa 

Jasa menurut Pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang 

berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam 

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 

h. Unsur Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

Praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 adalah 

pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang 

dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak 

sehat. Dengan kartel, maka produksi dan pemasaran atas barang dan 

atau jasa akan dikuasai oleh anggota kartel. Karena tujuan akhir dari 
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kartel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi 

anggota kartel, maka hal ini akan menyebabkan kerugian bagi 

kepentingan umum. 

 
f. Unsur Dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat 

 

Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak 

sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan 

kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur. Kartel adalah suatu kolusi atau 

kolaborasi dari para pelaku usaha. Oleh karena itu segala manfaat 

kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja, 

sehingga tindakan-tindakan mereka ini dilakukan secara tidak sehat 

dan tidak jujur. Dalam hal ini misalnya dengan mengurangi produksi 

atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, misalnya 

dengan penetapan harga atau pembagian wilayah. 

 

D. Lahirnya Undang-Undang No 5 Tahun 1999 

Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk 

memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Atas dasar 

untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang 

menjalankan kegiatan usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun 

kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya 

yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha di antara para pelaku 

usaha. Oleh karena itulah, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang 
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biasa terjadi. Bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu 

merupakan conditio sine gua non atau persyaratan mutlak bagi 

terselenggaranya ekonomi pasar. Walaupun di akui  bahwa adakalanya 

persaingan usaha itu sehat (fair competition).
42

 

Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, jelas termaktub bahwa 

tujuan pembangunan nasional adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
43

 

Dalam bidang perekonomian, sebagaimana di amanatkan dalam 

undang-undang dasar 1945 menghendaki kemakmuran masyarakat secara 

merata, bukan kemakmuran secara individu. Secara yuridis melalui norma 

hukum dasar (stategerund gezet), sistem perekonomian yang di inginkan 

adalah sisitim yang menggunakan  prinsip keseimbangan, keselarasan, serta 

memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap warga negara. Secara tegas, 

pasal 33 UUD 1945 merupakan konsep dasar dari perekonomian nasional 

yang menurut Mohammad Hatta berdasarkan sosialis-kooperatif.
44

 

Berdasarkan norma dasar negara di atas, maka pembangunan ekonomi 

Indonesia haruslah bertitik tolak dan berorientasi pada pencapaian tujuan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mohammad hatta secara sadar 

memasukkan pasal tentang perekonomian nasional tersebut ke dalam cita-cita 
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kedaulatan, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
45

 Hal 

tersebut diwujudkan melalui demokrasi ekonomi sebagaimana dikehendaki 

berjalan seiring dengan kehendak untuk menciptakan demokrasi politik, di 

mana rakyat Indonesia berdaulat di tanah dan negerinya sendiri. 

Selain itu, sebenarnya aturan-aturan yang terkait dengan persaingan 

usaha juga telah ada dalam berbagai peraturan-peraturan perundangan-

undangan, namun tentu belum terintegrasi dan komprhensif. Seperti terdapat 

pada KUHP; KUHPerdata; ketetapan-ketettapan MPR, UU No 5 tahun 1960 

tentang pokok Agraria, UU no 8 tahun  1995 tentang pasar modal, dan PP No. 

27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengembilalihan. 

Akhirnya, jaminan terhadap terjadinya persaingan usaha tidak sehat 

dan jauh dari tindak monopolis berhasil diwujudkan melalui Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dengan hak inisiatifnya dengan membuat Undang-

undang No 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopolidan persaingan 

usaha tidak sehat. Lahirnya UU No 5 Tahun 1999 diharapkan dapat 

merekayasa (engenering) kondisi persaingan dalam bisnis secara jujur, dan 

transparan sehingga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merata bagi 

masyarakat. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa, persaingan 

usaha tidak sehat pada pedagang rotan adalah sebagai berikut: 

1. Persaingan usaha dilakukan secara tidak jujur. 

2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum. 
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3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya 

persaingan di antara pelaku usaha.
46

 

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat dilihat dari 

cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Sebagaimana 

yang dilakukan oleh penjual hasil pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai yang 

lebih rendah dari harga jual penjual yang lain, sehingga bagi penjual yang 

lainnya merasa dirugikan.Kemudian persaingan usaha yang dilakukan dengan 

cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing 

dengan pelaku usaha lainnya dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang 

telah disepakati. Sebagaimana yang dilakukan oleh penjual hasil pengrajin 

rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan memberikan potongan 

harga kepada pembeli yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, 

sehingga merugikan bagi penjual yang lainnya. 

Sedangkan persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat 

terjadinya persaingan diantara pelaku usaha karena melihat kondisi pasar yang 

tidak sehat. Di sini dapat dilihat bahwa penjual hasil kerajian rotan yang ada di 

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru melakukan usahanya yang tidak bersaing 

secara sehat dan kompetitif. 

Persaingan terhadap desain atau bentuk tersebut dapat saja dilakukan, 

tetapi harus bersaing dengan sehat dan tidak dibenarkan merugikan pengrajin 

yang lain, demikian juga halnya dengan harga pemasaran dari hasil pengrajin 

rotan tersebut. Namun dalam prakteknya ada pengrajin yang bersaing desain 
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dan harga yang dapat merugikan pengrajin yang lain.Dalam Pasal 17 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa, “Pelaku usaha dilarang 

melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat”. 


